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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pembangunan perumahan dan permukiman yang marak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang

dipengaruhi pula oleh kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang terikat dengan Instruksi

Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek. Sehingga Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menyiapkan alokasi lahan untuk kepentingan tersebut seluas

60.404 Ha atau 54,4% dari luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yaitu 111.038 Ha. 

<br><br>

Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 telah dikeluarkan Ijin Lokasi untuk perumahan dan

permukiman seluas 39.687,10 Ha tetapi lokasi yang dikuasai baru 22.001,98 Ha dan baru dimanfaatkan

untuk pembangunan perumahan dan permukiman seluas 8.405,83 Ha (38 %) dari luas yang dibebaskan.

Sehingga terdapat lahan tidur yang tidak produktif seluas 13.596,15 Ha. 

<br><br>

Mengacu kepada pembangunan perumahan dan permukiman berimbang 6 : 3 : 1 luas lahan 13.201,18 Ha

akan menghasilkan rumah sederhana 880.079 unit, rumah menengah 141.441 unit dan rumah mewah 13.201

unit. Sedangkan kebutuhan rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang sampai tahun 2002 hanya

644.466 unit sehingga terjadi over supply 390.275 unit. 

<br><br>

Masalah yang akan timbul dalam jangka panjang dari tumbuhnya perumahan dan permukiman di Kabupaten

Daerah Tingkat II Tangerang dalam luasan di atas adalah biaya pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas

sosial dan utilitas umum yang setiap tahun memerlukan dana sebesar Rp 89.876.000.000,00. 

<br><br>

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian lapangan kiranya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tangerang perlu mengkaji ulang kebijakan penataan ruang, terutama pengalokasian lahan untuk perumahan

dan permukiman yang pada akhirnya menjadi beban. Di sisi lain dalam memelihara kondisi eksisting

sekarang perlu mengambil langkah pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum

melalui pemberdayaan masyarakat/penghuni untuk memobilisasi dana dan mengembangkan kemitraan

antara swasta dan pemerintah. 

<br><br>
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